PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/23 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a.bahwa perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah
dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemberntukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Program
Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2025.

Mengingat . 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2757);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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7. Peraturan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
dan  Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Desember 2024
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TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.




L.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Lampiran

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo
: 170/23 Tahun 2024
Tanggal : 2 Desember 2024

Nomor

TAHUN 2025.
JUDUL ' oy § -
NO. WAKTU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 3 =

1. | Perusahaan Perseroan Daerah Bank | TriwulanI |Pemerintah
Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten

2. | Kawasan Tanpa Rokok Triwulan I | Pemerintah

Kabupaten

3. | Rencana Pembangunan Jangka | Triwulan II | Pemerintah
Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten
Sukoharjo

4. |Rencana Tata Ruang Wilayah | TriwulanII | Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Kabupaten
2024-2044

5. | Perubahan Atas Peraturan Daerah | Triwulan II | Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang ) Kabupaten
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa

6. | Perubahan Kedua Atas Peraturan | Triwulan III | Pemerintah
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kabupaten
Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah

7. | Perubahan Ketiga Atas Peraturan | Triwulandll | Pemerintah
Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kabupaten
Kepala Desa

8. | Perubahan Atas Peraturan Daerah | Triwulan III | Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Kabupaten

Permusyawaratan Desa

IL.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024

2. | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2025

3. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2026

4, | Raperda Komulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Agung

5. | Raperda Komulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari

Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Tengah
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Raperda Komulatif Terbuka akibat perintah dari Peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan

Daerah ditetapkan




